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ABSTRACT  

This study aims to analyze agricultural financing governance in Karo District by integrating 
participatory accounting and legal regulations. Data were collected from 170 farmers across 17 
sub-districts using questionnaires and semi-structured interviews. The analysis employed a 
qualitative-descriptive approach with source and method triangulation. The findings reveal that 
49.4% of farmers still rely on moneylenders, 57.6% do not maintain financial records, and 65.3% 
are unaware of existing farmer protection regulations. These results indicate the need for a 
governance model based on the integration of law and participatory accounting. The study’s 
implications include strengthening farmers’ financial literacy, enhancing financing 
accountability, and providing policy input for local government. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pembiayaan pertanian di Kabupaten Karo 
dengan mengintegrasikan pendekatan akuntansi partisipatif dan regulasi hukum. Data 
dikumpulkan dari 170 petani di 17 kecamatan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur. 
Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 49,4% petani masih bergantung pada tengkulak, 57,6% tidak 
melakukan pencatatan keuangan, dan 65,3% tidak mengetahui adanya regulasi perlindungan 
petani. Temuan ini mengindikasikan perlunya model tata kelola pembiayaan berbasis integrasi 
hukum dan akuntansi partisipatif. Implikasi penelitian ini dapat memperkuat literasi keuangan 
petani, meningkatkan akuntabilitas pembiayaan, dan memberikan masukan kebijakan bagi 
pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: Integrasi, Akuntansi, Regulasi Hukum, Tata Kelola, Pembiayaan Pertanian. 
 
 
PENDAHULUAN 

Delapan Misi Utama Presiden 
dalam Asta Cita yang menjadi Prioritas 
Nasional dalam RPJMN 2025-2029 
dirancang untuk memajukan Indonesia 
di berbagai sektor. Pada poin 2 berbunyi 
“Memantapkan Sistem Pertahanan 
Keamanan Negara dan Mendorong 
Kemandirian    Bangsa    Melalui 
Swasembada Pangan, Energi, Air, 
Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan 

Ekonomi Biru”. Asta Cita tersebut 
mendukung dan mendorong program 
ketahanan pangan, yang artinya 
Indonesia harus memastikan bahwa 
sektor pertanian mampu memenuhi 
kebutuhan pangan dalam negeri tanpa 
ketergantungan besar pada impor. Sektor 
pertanian memiliki peran strategis dalam 
perekonomian Indonesia, baik sebagai 
penyedia pangan nasional maupun 
sebagai sumber utama penghidupan bagi 
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jutaan petani, termasuk Kabupaten Karo. 
Kabupaten Karo merupakan salah satu 
kabupaten yang ada di propinsi Sumatera 
Utara, dengan luas sebesar 44,65 km2 
terdiri dari 17 Kecamatan. Tanaman 

Hortikultura merupakan tanaman yang 
cukup banyak ditanam seperti kubis, 
tomat, dan wortel adalah beberapa 
sayuran yang cukup banyak diproduksi 
petani kabupaten karo (Katalog, n.d.). 

 
Tabel 1. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di 

Kabupaten Karo (ha), 2022 dan 2023 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Karo, Tahun 2024 

 
Berikut data luas panen untuk 3 

jenis tanaman sayuran di setiap 
kecamatan di tahun 2022 dan 2023. 
Terjadi penurunan luas panen di tahun 
2023 bisa disebabkan oleh faktor modal 
petani yang tidak mencukupi untuk 
memperluas lahan panen pertanian, 
sehingga dapat berpengaruh juga 
terhadap hasil produksi pertanian. Salah 
satu tantangan utama yang dihadapi 
petani adalah keterbatasan akses 
terhadap pembiayaan formal, baik dari 
perbankan, koperasi, maupun lembaga 
keuangan lainnya sebagai sarana 
mengakses modal. Banyak petani 
menggunakan sumber pembiayaan 
informal dengan bunga tinggi sebagai 
akses tambahan modal yang justru 
berpotensi menjerat mereka dalam 

lingkaran utang (Pangalengan et al., n.d.; 
Touch et al., 2024). 

Oleh karena itu, perlunya upaya 
dari pemerintah untuk mengatasi 
masalah ini dengan memperhatikan 
penerapan regulasi pembiayaan dan 
perlindungan yang sudah ada bagi petani 
(UU-No.1S- Tahun-2013-Perlindungan-
Dan- Pemberdayaan-Petani, n.d.; Wu et 
al., 2025). 

Karena meskipun berbagai 
regulasi pembiayaan pertanian telah 
tersedia dan program-program 
pemerintah seperti KUR telah 
diimplementasikan, kenyataannya 
banyak petani di Kabupaten Karo masih 
mengalami kesulitan dalam mengakses 
sumber pembiayaan formal (Mapanje et 
al., 2023; Xia C Xu, 2025). 
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Selain itu, rendahnya literasi 
keuangan serta belum adanya sistem 
pencatatan keuangan sederhana yang 
dapat diadopsi oleh petani menyebabkan 
praktik pengelolaan dana pertanian 
menjadi tidak akuntabel dan sulit 
dipertanggungjawabkan. Permasalahan 

ini menjadi lebih kompleks karena aspek 
perlindungan hukum terhadap petani 
dalam proses pembiayaan juga belum 
berjalan optimal. Hal ini menunjukkan 
adanya kesenjangan antara kebijakan 
pembiayaan dengan pelaksanaannya di 
tingkat akar rumput (Barizah, 2018). 

 

 
Gambar 1. Hubungan Variabel dalam Tata Kelola Pembiayaan di Sektor Pertanian 

Sumber: Penulis 
 
Variabel ini secara bersama- 

sama mempengaruhi  kualitas tata kelola 
pembiayaan, yang pada akhirnya 
berdampak pada kesejahteraan dan 
kemandirian ekonomi petani. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, 
maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Bagaimana kondisi aktual praktik 

pembiayaan usaha tani di Kabupaten 
Karo, termasuk sumber dana, bentuk 
pengelolaan, dan hambatan utama 
yang dihadapi petani? 

b. Dalam UU No. 19 Tahun 2013 telah 
diatur perlindungan dan 
pemberdayaan petani, sejauh mana 
substansi hukum tersebut 
diimplementasikan dalam konteks 
pembiayaan usaha tani di daerah? 

c. Sejauh mana sistem pencatatan dan 
akuntabilitas keuangan petani 
berjalan sesuai prinsip akuntansi? 

d. Bagaimana model integratif dapat 
dirancang untuk memperkuat tata 
kelola pembiayaan berbasis 
akuntabilitas dan hukum? 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan akuntansi partisipatif dan 
yuridis normatif serta empiris. 
Tujuannya untuk menggali tata kelola 
pertanian dari aspek regulasi, 
implementasi kebijakan serta 
akuntabilitas dalam pencatatan dan 
pengelolaan dana oleh petani dan 
menemukan model integratif tata kelola 
pembiayaan. Lokasi penelitian pada 17 
kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera 
Utara. Mencakup 2 desa perwakilan di 
setiap kecamatan dan masing-masing 5 
orang petani pada setiap desa sebagai 
responden, yang mewakili struktur 
sosial-ekonomi agraris. Jenis sumber 
data yaitu data primer diperoleh dari 
wawancara mendalam dengan petani, 
aparat desa, Dinas Pertanian, dan 
lembaga keuangan. Data sekunder 
berupa dokumentasi peraturan, 
kebijakan pembiayaan dan data statistik 
pertanian. Teknik pengumpulan data 
yaitu dengan wawancara semi terstruktur, 
observasi lapangan, studi dokumentasi 
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terhadap regulasi dan kebijakan 
pertanian serta focus group discussion 
dengan stakeholder terkait. Analisis data 
dilakukan secara kualitatif melalui tiga 
tahapan: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Menelaah isi 
kebijakan dan regulasi menggunakan 
content analysis. Dan Validitas data diuji 
melalui triangulasi sumber dan 
triangulasi metode (Noble C Heale, 
2019). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Akses Pembiayaan 

Tengkulak masih menjadi 
sumber pembiayaan dominan di 9 
kecamatan, terutama di wilayah 
pinggiran seperti Mardinding, 
Laubaleng, Payung, dan Kutabuluh. 
Kondisi ini mengindikasikan lemahnya 
peran lembaga keuangan formal di 
daerah pedesaan. Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) lebih banyak diakses di 
kecamatan dengan kedekatan akses 
perbankan, seperti Kabanjahe, Barusjahe, 
dan Merdeka. Hal ini sejalan dengan 
temuan penelitian sebelumnya, bahwa 
hambatan geografis dan birokrasi 
perbankan memengaruhi akses petani 
terhadap pembiayaan formal. Tabungan 
pribadi/keluarga masih menjadi 
alternatif bagi petani di beberapa 
kecamatan (Juhar, Berastagi, Simpang 
Empat), menunjukkan kemandirian 
tetapi juga keterbatasan modal kerja 
(Khan et al., 2024). 
 
Pencatatan Keuangan 

Sebagian besar petani (57,6%) 
tidak melakukan pencatatan sama sekali 
dan hanya mengandalkan ingatan. Hal 
ini berdampak pada rendahnya 
akuntabilitas usaha tani. Pencatatan 
lengkap lebih banyak ditemukan di 
daerah perkotaan atau semi-perkotaan 
(Merdeka, Kabanjahe, Barusjahe) di 
mana literasi keuangan relatif lebih baik. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya, yang menyebutkan bahwa 
rendahnya pengetahuan akuntansi 
sederhana menjadi hambatan utama bagi 
petani dalam mengelola usaha (Haryanto 
et al., 2023; Safitri, 2021; Wulandari et 
al., 2023) 
 
Pemahaman Regulasi Hukum 

Sebagian besar petani (65,3%) 
tidak mengetahui adanya regulasi yang 
melindungi mereka, termasuk UU No. 
19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani. Tingkat 
pemahaman yang lebih baik 
ditemukandi kecamatan perkotaan 
seperti Kabanjahe, Merdeka, dan 
Barusjahe. Hal ini menunjukkan 
pentingnya intensifikasi sosialisasi 
hukum di tingkat desa. Analisis ini 
diperkuat penelitian sebelumnya, bahwa 
perlindungan petani di Indonesia masih 
lebih bersifat normatif dan belum 
sepenuhnya menyentuh praktik lapangan 
(Adhikari et al., 2021). 
 
Implikasi Model Tata Kelola 

Data menunjukkan kebutuhan 
mendesak akan model integratif tata 
kelola pembiayaan yang 
menggabungkan: Akuntansi Partisipatif 
(Pencatatan sederhana yang mudah 
dipahami petani) dengan Perlindungan 
Hukum (Edukasi tentang hak- hak petani 
dalam akses pembiayaan formal). 
Dengan kombinasi ini, posisi tawar 
petani terhadap tengkulak diharapkan 
dapat berkurang, sekaligus 
meningkatkan inklusi keuangan formal 
yang lebih adil dan akuntabel (Wu et al., 
2025). 

Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan Ketergantungan pada 
pembiayaan informal masih tinggi. 
Hampir separuh petani (49,4%) masih 
mengandalkan tengkulak/rentenir 
sebagai sumber modal utama. Akses ke 
pembiayaan formal (KUR atau koperasi) 
baru dimanfaatkan oleh sekitar 30,6% 
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responden, dengan distribusi lebih besar 
di kecamatan perkotaan seperti 
Kabanjahe dan Barusjahe. Akuntabilitas 
keuangan petani rendah. Sebagian besar 
petani (57,6%) tidak melakukan 
pencatatan keuangan sama sekali, hanya 
mengandalkan ingatan. Pencatatan 
lengkap baru dilakukan oleh 18,3% 
responden, terutama di wilayah dengan 
literasi lebih baik. Pemahaman terhadap 
regulasi hukum sangat terbatas. 
Mayoritas petani (65,3%) tidak 
mengetahui adanya regulasi 
perlindungan dan pembiayaan petani, 
termasuk UU No. 19 Tahun 2013. Hal ini 
menegaskan adanya kesenjangan besar 
antara norma hukum dengan 
implementasi di lapangan. 
Kontekstualisasi lokal penting dalam 
merumuskan solusi. Hasil menunjukkan 
bahwa daerah perkotaan memiliki akses 
keuangan dan pemahaman hukum yang 
relatif lebih baik, sementara daerah 
pinggiran masih tertinggal. Hal ini 
menuntut model tata kelola yang 
fleksibel dan adaptif. Arah 
pengembangan model integratif. 
Temuan sementara mendukung 
kebutuhan perumusan model tata kelola 
pembiayaan berbasis integrasi antara 
akuntansi partisipatif (pencatatan 
sederhana) dengan regulasi hukum 
(perlindungan hak petani). Model ini 
diyakini dapat meningkatkan inklusi 
keuangan, memperkuat akuntabilitas, 
dan menekan ketergantungan pada 
tengkulak. 
 
PENUTUP 

Penelitian ini berhasil 
mengidentifikasi kondisi tata kelola 
pembiayaan pertanian di Kabupaten 
Karo dengan menekankan integrasi 
pendekatan akuntansi partisipatif dan 
regulasi hukum. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa mayoritas petani 
masih menghadapi kendala signifikan, 
baik dari sisi keterbatasan akses terhadap 

pembiayaan formal, rendahnya praktik 
pencatatan keuangan, maupun minimnya 
pemahaman terhadap regulasi yang 
berlaku. Kondisi ini menegaskan 
pentingnya model tata kelola yang 
mampu menjembatani aspek akuntansi 
dan hukum secara simultan. Formulasi 
model integratif yang ditawarkan 
diharapkan dapat memperkuat literasi 
keuangan petani, meningkatkan 
akuntabilitas, serta memberikan 
perlindungan hukum yang jelas dalam 
mengakses sumber pembiayaan. 
Penelitian ini juga memberikan 
kontribusi akademis berupa pengayaan 
kajian interdisipliner di bidang akuntansi 
dan hukum pertanian, serta kontribusi 
praktis berupa rekomendasi bagi 
pemerintah daerah dalam merancang 
kebijakan pembiayaan yang lebih 
inklusif. 

Namun demikian, penelitian ini 
masih bersifat deskriptif dan terbatas 
pada wilayah Kabupaten Karo. Oleh 
karena itu, penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menguji model tata 
kelola yang dirumuskan melalui 
implementasi lapangan, melibatkan 
stakeholder yang lebih luas, serta 
memperkuat aspek kuantitatif untuk 
mengukur dampak nyata dari penerapan 
model tersebut. 
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